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Skripsi ini adalah merupakan kajian tentang Prosesi Adat “Mappatamma” Dalam 
Pandangan Hukum  Islam. Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan data dan informasi 
mengenai prosesi Adat Mappatamma yang diaktualisasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat Adat gowa yang diwariskan secara turun temurun. Adat yang sudah 
ada sejak dulu, bertahan dan berkembang hingga saat ini, dan menjadikan adat 
Mappatamma ini sakral bagi Masyarakat diKecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
Gowa, dan terdapat sanksi-sanksi yang berat apabila ada yang melanggar aturan yang 
telah dibuat oleh para leluhur dan tokoh-tokoh adat. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, bagaimana tata cara prosesi adat 
Mappatamma dalam praktik masyarakat di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
Gowa dari sudut pandang Hukum Islam.  
Adapaun metode yang digunakan yakni Interview (Wawancara) yaitu 
pengumpulan data data dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang 
berdomisisli di diKecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Kemudian yang 
kedua dengan cara Observasi yakni melakukan pengamatan langsung dilapangan 
dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat mengenai aktifitas proses Adat 
Mappatamma dalam Masyarakat di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa 
Disamping menggunakan tehnik wawancara dan observasi lapangan, penulis 
juga menggunakan kajian kepustakaan dalam pengumpulan data yang terkait tentang 
Adat, upacara adat, dan kebudayaan di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
Gowa.  
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa pada 
umumnya masyarakat Kecamatan Bontonompo Selatan masih memegang teguh 
tradisi yang diwariskan dari leluhur mereka. Adat Mappatamma yang dilakukan 
secara turun-temurun merupakan bentuk rasa syukur terhadap ALLAH SWT, dan 
menurut masyarakat  tidak ada penyimpangan atau unsur musyrik didalamnya. 




A. Latar Belakang 
Terjadinya hukum, bila dilihat dari sudut pandang perkembangan hidup 
manusia, itu dimulai sejak dari pribadi manusia yang diberikan karunia berupa akal 
dan perilaku oleh Tuhan. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan 
menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, 
maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara orang yang 
satu dan orang yang lainnya di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan 
kebiasaan itu. Kemudian seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan 
tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. 
Jadi, Adat adalah aturan atau kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu 
masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi 
oleh masyarakat atau penduduknya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi 
kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang 
disebut sebagai hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat yang 
diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk 
mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau 
pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas untuk 
mengawasinya. 
 
Dengan demikian, lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.1 
Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “adat recht” yang 
pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronye yang kemudian dipakai dalam 
bukunya yang berjudul “De Atjehers”( orang-orang Aceh). Istilah adat recht ini 
kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku pokok 
tentang hukum adat yang terdiri dari tiga jilid, yaitu Het Adat Recht van 
Nederlandsch (Hukum Adat Hindia Belanda).
2
 
Menurut Prof. Dr. Soepomo, definisi hukum adat yaitu: 
“Sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif 
(unstatory law), hukum yang hidup sebagai konveksi di badan-badan hukum 
negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai 
peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di 
kota maupun di desa-desa (costomary law).”3 
Dari penjelasan Prof. Dr. Soepomo di atas, dapat dipahami bahwasanya 
hukum adat itu identik dengan hukum tidak tertulis. Walaupun sebenarnya sudah 
banyak sekarang peraturan atau hukum adat yang telah dibukukan dan menjadi 
pedoman bagi masyarakat adat yang bersangkutan. 
 
 “„A<dah” atau “„A<da>t” artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat 
yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum 
adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam 
hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan 
                                                          
1
 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian-kajian Kepustakaan) 
(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1. 
2
 Fatimah, “Studi Kritis terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 
Sistem Hukum Nasional” (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 92. 
3
 Fatimah, “Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam 
Sistem Hukum Nasional”, h. 93. 
dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan 
dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan 
peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para 
penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi 
keputusan dalam  masyarakat adat itu), yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, 
pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim.
4
  
Dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional menemukan 
sebuah definisi yaitu hukum adat adalah hukum adat asli yang tidak tertulis dalam 
perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama namun 
sangat kuat dan mengikat, sehingga para anggota masyarakat yang melanggar adat 





Untuk mengenalkan sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan 
yaitu dengan melalui upacara. Upacara yang dimaksud bukanlah upacara formal yang 
sering dilakukan seperti upacara penghormatan bendera, melainkan upacara yang 
memiliki nilai sakral dalam masyarakat setempat. Sebelum masuknya agama Islam ke 
Sulawesi Selatan, penduduk telah mengenal dan menganut kepercayaan asli, suatu 
paham dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat. Hidup dari berbagai macam suku 
bangsa terutama pada suku bangsa yang belum mengenal dunia modern, pokok 
                                                          
4
 Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1961), h.30. 
5
 Lihat BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Bina Cipta, 
1976), h. 234. 
kepercayaannya merupakan apa saja, bisa adat atau kebiasaan hidup yang mereka 
peroleh dari warisan nenek moyang mereka.
6
 
Namun nilai kebudayaan asli Indonesia sudah mulai terkikis oleh budaya 
asing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terkikisnya budaya tersebut, antara 
lain faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya 
penurunan nilai budaya Indonesia di rumahnya sendiri disebabkan oleh 
masyarakatnya yang mengabaikan budaya mereka terutama bagi kaum remaja. 
Sebagian dari mereka terpengaruh oleh kehidupan modern dan mulai melupakan atau 
bahkan tidak adanya rasa ingin tau terhadap nilai-nilai yang diwariskan nenek 
moyang mereka. Faktor yang kedua yaitu faktor dari luar, yakni yang disebabkan 
oleh derasnya arus informasi dari luar melalui internet dan media lainnya yang sangat 
mempengaruhi terkikisnya budaya Indonesia. Banyaknya budaya asing – khususnya 
budaya Barat – telah datang dan berkembang. Budaya-budaya Barat tersebut banyak 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran sehingga mengakibatkan masyarakat 
Indonesia hampir melupakan kebudayaannya sendiri. 
Meski di tengah arus informasi dan kebudayaan Barat yang semakin marak di 
masyarakat, terutama pada kalangan kaum remaja, masih ada masyarakat yang tetap 
memegang teguh adat dan kebudayaan mereka meski telah banyak perubahan dari 
yang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah tradisi adat Sulawesi Selatan yang 
terdapat dalam masyarakat muslim Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
                                                          
6
 Suardi Mappangar dan Irwan Abbas, Budaya Bugis Makassar (Makassar: Lamacca Press, 
1998), h. 25-27. 
Gowa yang wajib dilakukan pada saat seseorang telah menyelesaikan bacaan al-
Qu’ran. Adat ini dikenal dengan ”Mappatamma” semacam upacara khataman al-
Qur’an dalam Islam yang biasa disebut sebagai “Syukuran”. Prosesi adat yang sudah 
dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. 
Berdasarkan pada konteks sosio-historis umat muslim Bontonompo Selatan 
itulah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelusuran terhadap beberapa hal 
yang di antaranya adalah tentang boleh atau tidaknya seseorang melangsungkan 
pernikahan sebelum melakukan khataman al-Qur’an, tentang status pernikahan 
(kedua mempelai) yang melakukan pernikahan sebelum melakukan adat tersebut, dan 
tentang proses pelaksanaan upacara adat tersebut pada masyarakat. Selain itu, ada hal 
lainnya yang juga tidak kalah penting untuk ditelusuri lebih jauh, yakni mengenai 
hal-hal yang menjadi pro dan kontra antar pemuka agama yang bisa saja terjadi, dan 
juga mengenai dampak pro dan kontra tersebut terhadap kehidupan masyarakat. 
Mengingat belum adanya penelitian yang membahas permasalahan tersebut, 
penelitian mengenai hal ini menjadi sangat penting, sehingga dapat memperjelas 
status, dasar-dasar hukum dan dampak yang akan terjadi dalam masyarakat ketika 
melanggar adat tersebut, dan sekaligus mengungkap realita yang terjadi pada 
masyarakat. Adapun alasan penulis memilih masalah ini sebagai objek penelitian, 
karena kasus dan lokasinya dekat dengan kehidupan penulis.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah prosesi adat Mappatamma yang dilakukan masyarakat 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa? 
2. Apa urgensi adat Mappatamma di Kecamatan Bontonompo Selatan, 
Kabupaten Gowa yang merupakan tradisi masyarakat? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap prosesi adat 
Mappatamma? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi  Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
penelitian ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi 
yakni: Prosesi Adat Khataman Al-Qur’an “Mappatamma” dalam Pandangan Hukum  
Islam (Studi kasus di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa). Dari judul 
tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang 
dianggap perlu antara lain: 
“Adat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan 
(perbuatan dsb) yang lazim dilakukan sejak dulu kala. Dan merupakan gagasan 
kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, 
dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah
7
. 
                                                          
7
 Wikipedia, (Powered by: Media Wiki, 2009), http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Adat (24 Januari 
2015). 
“Khatama” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upacara 
selesai menamatkan baca al-Qur’an di mana para santri diundang pada waktu khatam 
tersebut dilangsungkan anaknya. 
“Al-Qur'an” (ejaan KBBI: Alquran, Arab:  آلقا ) adalah kitab suci agama 
Islam. Umat Islam percaya bahwa al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu 
Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan merupakan bagian dari rukun iman, 
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad , melalui perantaraan Malaikat Jibril, 
dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad
8. 
“Mappatamma” adalah bentuk apresiasi budaya masyarakat Gowa yang tinggi 
terhadap nilai-nilai keislaman dan cermin betapa masyarakat kita arif dan santun 
mempertemukan antara agama dan tradisi. 
 
D. Kajian Pustaka/Penelitian  Terdahulu 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian 
maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini di antaranya: 
Prof. Dr. Hj. Sugirah Wahid dalam karyanya tentang tradisi masyarakat 
Makassar yang bukunya berjudul “Manusia Makassar”. 
“Sejarah Islam Sulawesi Selatan” karya dari Suardi Mappangara Irwan Abbas 
yang berisi tentang hukum adat dan awal masuk Islam di Sulawesi Selatan. 
Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
Islam”, yang membahas mengenai pengantar tata hukum Islam di Indonesia. 
                                                          
8
 Al-Qur‟an al-Karim, (Powered by: media wiki), http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Al-Qur%27an 
(24 Januari 2015). 
Bramastana Dewangga, dalam karyanya yang berjudul “Pengertian dan 
Definisi Adat”, yang menjelaskan tentang defenisi adat dan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengannya. 
Tamrin Dahlan, dalam bukunya yang berjudul “Kaidah-kaidah Hukum Islam 
(Kulliyah al-Khamsah)” yang membahas terkait kaidah hukum Islam. 
Penelitian yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini berjudul “Adat 
“Mappatamma” dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo 
Selatan, Kabupaten Gowa)”. Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya 
dalam sebuah karya ilmiah, serta beberapa rujukan di atas juga hanya berpaku pada Adat dan 
khatam al-Qur’an secara umum. Maka di sini penulis tertarik untuk mengkaji adat khatam al-
Qur’an “Mappatamma” di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa secara 
lebih terperinci. Agar masyarakat di luar daerah dapat mengetahui adat masyarakat setempat, 
serta mengetahui hubungan adat dan hukum Islam.  
E. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban. 
Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi 
yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. 
Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa 
penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk 
mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan 




Untuk memudahkan penulisan dalam memperoleh data yang kongkrit sebagai 
pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian kualitatif – menurut Sugiyono – pengumpulan data dilakukan 
pada natural setting dan tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, 
berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi.
10
 Terkait dengan penelitian 
yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-
deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang budaya Makassar dan 
pandangan hukum Islam terkait adat khatam al-Qur’an “Mappatamma” mulai dari 
awal sampai akhir proses adat. 
Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin 
diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
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 Di dalam penelitian ini, penulis tidak mengenyampingkan 
penelitian kuantitatif karena berusaha untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, 




2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dimaksud adalah suatu cara penelitian untuk memahami dan 
mengetahui secara teoritis permasalahan yang akan diuraikan dalam skripsi ini, maka 
penulis menggunakan metode sebagai berikut:  
a. pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara langsung di 
dalam prosesi adat Khatam al-Qur’an di Kecamatan Bontonompo Selatan 
Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosesinya 
tersebut kemudian dikaitkan dengan judul skripsi yang akan dibahas di dalam 
penelitian nantinya. 
b. Pendekatan syar‟i, yaitu pendekatan  dengan menggunakan ilmu Syari’ah, 
khususnya fikih Islam yang terkait hukum adat, guna untuk dijadikan acuan 
dalam pembahasan. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data  
1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber. 
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan 
dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi 
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 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
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 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 7. 
masyarakat yang telah melakukan adat tersebut. Setelah data yang diperoleh 
terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan 
analisis data. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang di mana sejumlah 
responden yang disebut “narasumber penelitian”. Narasumber ini diambil dengan 
cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya 
dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Adapun 
teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber antara lain:  
1) Purposive Sampling Technique 
Cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian dilaksanakan, 
dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informasi 
apa yang diinginkan dari masing-masing narasumber. Narasumber yang akan 
memberikan informasinya adalah orang-orang yang berperan penting dalam ritual 
tersebut dan para pemuka agama daerah setempat. Serta masyarakat di daerah 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
2) Snow Ball Technique  
Cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber lainnya yang 
dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah narasumber 
yang dianggap telah merepresentasikan berbagai informasi atau keterangan yang 
diperlukan. Dengan cara wawancara, serta menghadiri beberapa ritual adat 
“Mappatamma” di Kecamatan Bontonompo Selatan. 
 
 
4. Metode  Pengumpulan Data Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview (wawancara), 
yang mana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatapan muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-keterangan dari narasumber.
13
 
Adapun narasumber yang diwawancarai yakni guru panggaji (guru mengaji), panrita, 
paroyong, dan pihak-pihak yang berkepentingan di Kecamatan Bontonompo Selatan, 
Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan hal di atas, maka penulis di sini akan menggunakan tehnik 




 diambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti 
penulis langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan 
langsung prosesi adat dalam pelaksanaan khataman al-Qur’an “Mappatamma” di 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
b. Wawancara atau interview terpimpin 
Wawancara atau interview terpimpin
15
 dilakukan dengan cara mewawancarai 
langsung guru panggaji (guru mengaji), panrita, paroyong, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
Adapun pertanyaan dasar yang akan ditanyakan di antaranya : 
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 Tim Edukasi HTS, Modul Sosiologi XII untuk SMA/MA, (Surakarta: CV. Hayati Tumbuh  
Subur, 2010), h. 93. 
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 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1014. 
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 Wawancara atau interview terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan 
menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko Dan 
Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84. 
1) Apa saja yang akan dibutuhkan dalam ritual adat Mappatamma? 
2) Siapa saja yang berperan dalam ritual Mappatamma tersebut? 
3) Bagaimana ritual Mappatamma dilakukan? 
4) Bagaimana pandangan tokoh agama terkait adat Mappatamma yang telah 




 berupa foto dan video yang diperoleh 
langsung dari prosesi Khatam al-Qur’an Mappatamma di Kecamatan Bontonompo 
Selatan, Kabupaten Gowa. 
5. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian sendiri (individual reseach). Penelitian sebagai human instrument 
berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, yakni meneliti serta melihat secara 
langsung prosesi adat khatam al-Qur’an Mappatamma di Kecamatan Bontonompo 
Selatan, Kabupaten Gowa, guna untuk melakukan pengumpulan data, menilai kualits 
data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan 
nantinya.
17




Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan penulis, yaitu: 
a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada peroses penelitian. 
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34. 
b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data. 
c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto ritual pada saat penelitian. 
6. Teknik Pengelolaan Data 
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara:  
a. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
19
 
b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data ke dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan.
20
 




Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, maka data-data tersebut akan dianalisa ke dalam analisis kualitatif 
yang merupakan teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan 
dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan 
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F. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1) Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat Mappatamma yang dilakukan 
masyarakat di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan hal apa 
yang menyimpang dalam prosesi adat tersebut dalam pandangan Islam. 
2) Untuk mengetahui urgensi adat Mappatamma di Kecamatan Bontonompo 
Selatan, Kabupaten Gowa yang merupakan tradisi masyarakat. 
3) Dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
prosesi adat khatam al-Qur’an Mappatamma di Kecamatan Bontonompo 
Selatan Kabupaten Gowa. 
Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1) Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pengetahuan bagi masyarakat 
terkait tradisi yang telah dilakukan selama turun-temurun di Kecamatan 
Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui urgensi adat Mappatamma di 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa yang merupakan tradisi 
masyarakat.  
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para    









A. Pengertian Adat 
“„A<dah” atau “„A<da>t” – berasal dari bahasa Arab – artinya “kebiasaan” 
atau “tradisi” dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit 
untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan.
 22
 Adat merupakan tata kelakuan yang 
kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan yang mengatur 
pola-pola perilaku masyarakat.
23
 Adat atau kebiasaan merupakan aturan perbuatan 
yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Wujud gagasan kebudayaan 
yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu 
dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
24
 Oleh karena itu, dalam pembinaan 
hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam sangat memperhatikan adat 
masyarakat. 
Berkaitan dengan itu, dalam qa>‟idah fiqhiyyah disebutkan: 
  ةٌ اَ كَّ اَ ةُ  ةُ اَا اَ لْ اَ  
Artinya: 
“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. 
Qa>‟idah lain menyatakan: 
“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar („urf), seperti menetapkan (hukum) 
dengan dasar nas`.” 
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 Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat (Jakarta: balai Buku Ictiar , 1961), h.30. 
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Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan 
sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur’an dan al-Sunnah yang 
hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam 
(sebagaimana qa>‟idah fiqhiyyah di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat 
kondisi lokal dengan masing-masing daerah. 
Hukum adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia 
dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, 
kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut 
dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan 
keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam 
keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa 
memberi keputusan dalam  masyarakat adat itu, yaitu dalam keputusan lurah, 
penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim).
25
 
Adat yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu 
ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat manusia 
dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat yang 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu 
sendiri. Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat ini menjadi dua macam, 
yaitu:  
a. al-„Urf al-S~ah`i>h`, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat 
dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam nas` 
(al-Qur’an dan al-Sunnah), 
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b. al-„Urf al-fa>sid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah 
masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nas` atau ajaran-
ajaran syari’ah secara umum.  
Adat yang dapat dijadikan hukum adalah al-„Urf al-S~ah`i>h`. Oleh karena 
itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari’at Islam, maka 
dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat 
akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisir tanpa harus 
meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. 
Menurut Jalaluddin Tunsam – seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal 
di Aceh – dalam tulisannya pada tahun 1660 berpendapat bahwa “adat” berasal dari 
bahasa Arab  ت ا ع („a>da>t) bentuk jamak dari  اَا ع („a>dah), yang berarti “cara”, 
“kebiasaan”. Di Indonesia kata “adat” baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. 
Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan 
budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat 
dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.
26
 Untuk mengenal sejarah masyarakat 
yang belum mengenal tulisan yaitu dengan melalui upacara. Upacara yang dimaksud 
bukanlah upacara formal yang sering dilakukan seperti upacara penghormatan 
bendera, melainkan upacara yang pada umumnya memiliki nilai sakral oleh penduduk 
masyarakat setempat. 
A. Pengertian Upacara Adat 
Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600 M, 
dan kerajaan Gowa secara resmi menerima Islam sebagai agama. Sekitar 1605 M 
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 Nn, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.Html,Wikipedia,2013, (22 Desember 
2014). 
/1014 H. Sebelum masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan, penduduk telah 
mengenal dan menganut kepercayaan asli, suatu paham dogmatis yang terjalin 
dengan adat istiadat. Hidup dari berbagai macam suku bangsa terutama pada suku 
bangsa yang masih terbelakang, pokok kepercayaannya merupakan apa saja, bisa adat 
atau kebiasaan hidup yang mereka peroleh dari warisan nenek moyang mereka.
27
 
Upacara adat adalah suatu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat indonesia pada 
masa prakarsa yang dapat kita jumpai pada upacara-upacara adat.  
Menurut Anton Soemarman, “Bahwa adat merupakan wujud dari kebudayaan 
yang berfungsi sebagai pengaturan tingkah laku”. Adat sebagai wujud kebudayaan 
secara khusus dapat dibagi dalam tiga tingkat budaya, yakni tingkat norma-norma, 
tingkat hukum dan aturan-aturan khusus.
28
 Upacara adat tradisional masyarakat 
merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan masyarakat yang mempunyai nilai-
nilai universal yang dapat menunjang kebudayaan nasional. Upacara tradisional ini 
bersifat kepercayaan dan dianggap sakral dan suci. Di mana setiap aktifitas manusia 
selalu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, termasuk kegiatan-kegiatan 
yang bersifat religious. 
Dengan mengacu pada pendapat ini, maka upacara adat tradisional merupakan 
kelakuan atau tindakan simbolis manusia sehubungan dengan kepercayaan yang 
mempunyai maksud dan tujuan untuk menghindarkan diri dari gangguan roh-roh 
jahat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa upacara adat 
tradisional merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turun-temurun yang 
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dilaksanakan secara teratur dan tertib menurut adat kebiasaan masyarakat dalam 
bentuk suatu permohonan, atau sebagai dari ungkapan rasa terima kasih.
29
 
Upacara merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat, yang 
berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta nilai budaya yang telah berlaku 
dalam masyarakat turun-temurun.
30
 Norma-norma serta nilai-nilai budaya itu 
ditampilkan dengan peragaan secara simbolis dalam bentuk upacara yang dilakukan 
dengan penuh hikmah oleh masyarakat pendukung. Upacara dilakukan oleh warga 
masyarakat dan dirasakan dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, baik secara 
individual maupun komunal. 
Kerja sama masyarakat dalam penyelenggaraan upacara adat jelas dapat 
mengikat rasa solidaritas warga masyarakat yang merasa memiliki kepentingan 
bersama. Upacara adat yang dilakukan masyarakat terdapat berbagai macam aturan 
yang wajib dipatuhi oleh setiap warga. Aturan-aturan dalam upacara adat tersebut 
timbul dan berkembang secara otomatis dan turun-temurun dengan tujuan untuk 
melestarikan ketertiban dalam masyarakat. Upacara adat tersebut disertai dengan 
sanksi-sanksi atas dasar sara‟. 
 Upacara adat merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat 
pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang telah 
dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di daerah tersebut.
31
 Setiap daerah 
memiliki upacara adat sendiri-sendiri, dan upacara yang dilakukan di setiap daerah 
tidak terlepas dari unsur sejarah. Proses upacara adat tradisional merupakan kegiatan 
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upacara yang bersifat rutin, di mana dalam melakukan upacara tersebut mempunyai 
arti dalam setiap kepercayaan. Menurut Koentjaraningat, dalam setiap sistem upacara 
keagamaan mengandung lima aspek yakni (1) tempat upacara, (2) waktu pelaksanaan 
upacara, (3) benda-benda serta peralatan upacara, (4) orang yang melakukan atau 
memimpin jalannya upacara, dan (5) orang-orang yang mengikuti upacara. Pada 
bagian yang sama, Koentjaraningat juga mengatakan bahwa sistem upacara dihadiri 
oleh masyarakat, yang berarti dapat memancing bangkitnya emosi keagamaan pada 
tiap-tiap kelompok masyarakat serta pada tiap individu yang hadir. Upacara, pada 
umumnya, merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran 
terhadap masa lalunya, melalui upacara kita juga dapat melacak tentang asal usul 
suatu tempat.  
B.  Fungsi Upacara Adat Tradisional 
Suatu upacara dan sistem simbol-simbol yang ada mempunyai fungsi tertentu. 
Sehubungan dengan fungsi upacara adat keagamaan Subur Budhisantoso,  
mengemukakan bahwa fungsi dari upacara yang ideal dapat dilihat dalam kehidupan 
sosial budaya masyarakat pendukungnya yaitu adanya pengendalian sosial, media 
sosial, serta norma sosial. Selain itu, seorang ahli antropologi agama, Clifford Geerts, 
dalam Sitti Masnah Hambalai mengemukakan bahwa upacara dengan sistem simbol 
yang ada di dalamnya berfungsi sebagai pengintegrasian antara etos dan pandangan 
hidup, yang dimaksudkan dengan etos merupakan sistem nilai budaya, sedangkan 
pandangan hidup merupakan konsepsi warga masyarakat yang menyangkut dirinya, 
alam sekitar dan segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sekitarnya. 
Sedangkan menurut Suwandi Notosudirjo, fungsi sosial upacara adat 
tradisional dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakatnya, yakni adanya 
pengendalian sosial, media sosial, norma sosial, serta pengelompokkan sosial. Bagi 
masyarakat tradisional dalam rangka mencari hubungan dengan apa yang menjadi 
kepercayaan biasanya dilakukan dalam suatu wadah dalam bentuk upacara 
keagamaan yang bisanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat dan 
mempunyai fungsi sosial untuk mengitensifkan solidaritas masyarakat. 
C. Pengertian Budaya 
Budaya pada hakikatnya adalah suatu hal yang diturunkan secara turun-
temurun oleh nenek moyang kita. Semua hal itu cukup luas, contohnya adalah 
sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan 
karya seni. Setiap daerah pada hakekatnya memiliki budayanya masing-masing, 
namun tidak sedikit juga daerah yang memiliki budaya yang sama dengan daerah 
lainnya. Budaya juga dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya 




Secara bahasa, “budaya” berasal dari bahasa sansekerta yaitu “budayah” yaitu 
bentuk jamak dari kata “buddhi”, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian 
kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal.” Atau 
ada yang mengatakan daya dari budi/kekuatan dari akal.
33
 
Budaya berkesinambungan dan hadir di mana-mana, budaya juga berkenaan 
dalam bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup 
kita.
34
 Sebagian besar pengaruh budaya terhadap kehidupan kita tanpa sadar kita tidak 
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menyadarinya, yang jelas budaya secara pasti mempengaruhi kita sejak dalam 
kandungan hingga mati, bahkan setelah mati pun kita dikubur dengan cara-cara yang 
sesuai dengan budaya kita. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 
dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwarisakan dari generasi ke 
generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan 
politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
35
 
 Kebudayaan yang dimiliiki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di 
Indonesia yang terdiri dari suku dan etnis yang berbeda-beda, tetapi setiap 
kebudayaan memiliki ciri atau sifat yang sama. Ciri tersebut tidak bersifat spesifik 
melainkan universal. Di mana ciri-ciri kebudayaan itu sama di setiap golongan 
masyarakat tanpa membedakan ras, lingkungan alam, pekerjaan, atau jenjang  
pendidikan. Ciri dari kebudayaan tersebut antara lain yang pertama, budaya terwujud 
dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kedua, budaya terlebih dahulu ada sebelum 
lahirnya generasi tertentu, dan tetap ada meski generasi tersebut sudah tutup usia. 
Ketiga, budaya dipelihara oleh manusia dan selalu diwujudkan dalam setiap tingkah 




D. Unsur-Unsur Kebudayaan 
Samovar Samovar dan Richard dalam Mulyana mengemukakan enam unsur 
kebudayaan, yaitu pandangan dunia, kepercayaan, nilai, sejarah, otoritas status dan 
persepsi tentang diri dan orang lain. Keenam unsur budaya tersebut dapat 
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dikelompokkan menjadi tiga unsur sosial utama yang besar dan secara langsung 
terhadap makna dan persepsi kita, yaitu
37
: 
a. Sistem Kepercayaan (Believe) 
Sistem kepercayaan, nilai, dan sikap erat hubungannya dengan aspek-aspek 
perceptual komunikasi antar budaya. Nilai-nilai itu sendiri adalah aspek evaluatif dari 
sistem-sistem kepercayaan, nilai dan sikap yang selanjutnya menentukan perilaku 
mana yang baik atau buruk, sehingga menjadi normatif yang penting dalam 
komunikasi antar budaya. Di sisi lain, perilaku dan sikap memiliki hubungan erat 
yang selanjutnya mempengaruhi pola komunikasi antar budaya. 
Kepercayaan di sini mengaitkan hubungan antara objek yang diyakini 
inidvidu dengan sifat-sifat tertentu dari objek tersebut secara berbeda. Tingkat, 
derajat, kepercayaan kita menunjukkan pula kedalaman dan isi kepercayaan kita. Jika 
kita merasa lebih pasti dalam kepercayaan kita ini, lebih besar pula kedalaman dan isi 
tersebut, karena budaya memainkan peranan penting dalam proses pembentukan 
kepercayaan. 
b. Nilai-nilai (Values), Sikap (Attitude),dan Pandangan Dunia (World View) 
Sistem kepercayaan erat kaitannya dengan nilai-nilai, sebab nilai-nilai adalah 
aspek evaluatif dari sistem kepercayaan. Di antara nilai-nilai tersebut, ada sudah 
membaku dan meresap lama melalui proses internalisasi kepada individu-individu, 
yang dinamakan nilai-nilai budaya. 
Sikap tersebut, menurut Berkowits dalam Koentjaraningrat adalah suatu 
respon yang evaluatif, dinamis, dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan yang 
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disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sedangkan pemahaman 
pandangan hidup mengenai dunia adalah melalui substansi dan kerumitan dari 
pengaruh kuatnya terhadap kebudayaan masyarakat, bangsa-bangsa, yang seringkali 
tidak nampak dan tidak disadari.
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Selanjutnya, perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang kita 
ketahui dan pernah alami mengenai masalah tersebut. Pemahaman komunikasi antar 
budaya di sini adalah masalah konseptualisasi dari perspektif yang berbeda-beda 
karena perbedaan budayanya. 
Unsur-unsur budaya lainnya yang sangat berpengaruh adalah pandagan hidup 
tentang dunia (world views) yakni mengenai Tuhan, hidup dan mati yang hakikatnya 
berkaitan dengan sistem nilai-nilai dan kepercayaan. 
1. Organisasi Sosial 
Organisasi sosial sendiri adalah cara bagaimana suatu budaya 
mengorganisasikan dirinya dan bagaiamana lembaga-lembaga mempengaruhi cara 
anggota-anggota budaya itu mempersepsi dunia, serta bagaimana pula mereka 
berorganisasi. 
Dengan memiliki unsur-unsur yang ada, dapat ditarik kesimpulan kembali 
keterkaitan antara komunikasi dengan budaya. Hubungan antara budaya dan 
komunikasi penting untuk dipahami agar dapat memahami komunikasi antar budaya, 
oleh karena itu melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. 
2. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam 
Untuk mengetahui sejauh mana hubungan Islam dengan budaya, Sebagian ahli 
kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan 
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dinamika Ilahi. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa 
ilmu, tata hukum, tata negara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasi 
diri dari roh Ilahi. Sebaliknya sebagian ahli, seperti Pater Jan Bakker, dalam bukunya 
“Filsafat Kebudayaan” menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan 
budaya, karena menurutnya, bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohani 
pemeluknya, sebagai jawaban atas panggilan Ilahi. Keyakinan ini disebut “iman”, dan 
iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan karya 
manusia. Sehingga keduanya tidak bisa ditemukan. Adapun menurut para ahli 
Antropologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Heddy S. A. Putra, MA 
bahwa agama merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hal itu, karena para ahli 
Antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal-pikiran dan mempunyai 
sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-
simbol agama. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai 
hakekat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama. Mereka hanya dapat 
menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. 
Di sinilah, bahwa agama telah menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah 
laku keagamaan, masih menurut ahli antropogi, bukanlah diatur oleh ayat- ayat dari 
kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut. 
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan 
mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama 
dan kebudayaan. Kelompok pertama menganggap bahwa Agama merupakan sumber 
kebudayaaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari 
agama itu sendiri. Pendapat ini diwakili oleh Hegel. Kelompok kedua, yang diwakili 
oleh Pater Jan Bakker, menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan agama. Dan kelompok ketiga, yeng menganggap bahwa agama 
merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri.  
Untuk melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah memandangnya dari satu 
sisi saja. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua unsur penting, yaitu 
unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah ke dalam tubuhnya. Ini sangat terlihat 
jelas di dalam firman Allah QS. Al-Sajdah/32 ayat 7-9: 
    
    
       
     
       
     
   
   
       
Terjemahnya: 
“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang 
memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan 
keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia 
menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ( tubuh )-nya ruh (ciptaan)-Nya dan 
Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu 
sedikit sekali bersyukur”.39 
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Selain menciptakan manusia, Allah swt juga menciptakan makhluk yang 
bernama Malaikat, yang hanya mampu mengerjakan perbuatan baik saja, karena 
diciptakan dari unsur cahaya. Dan juga menciptakan Syetan atau Iblis yang hanya 
bisa berbuat jahat, karena diciptakan dari api. Sedangkan manusia, sebagaimana 
tersebut di atas, merupakan gabungan dari unsur dua makhluk tersebut. 
Oleh karena itu, selain memberikan bekal, kemauan dan kemampuan yang 
berupa pendengaran, penglihatan dan hati, Allah juga memberikan petunjuk dan 
pedoman, agar manusia mampu menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadat 
dan berbuat baik di muka bumi ini. Allah telah memberikan kepada manusia sebuah 
kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu 
kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. 
Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu 
sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan 
membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai 
positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 
selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah 
untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan 
manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk 
“berbudaya”. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan 
pedoman. Sampai di sini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri, 
berasal dari agama. Teori seperti ini, nampaknya lebih dekat dengan apa yang 
dinyatakan Hegel di atas. 
Sikap Islam terhadap kebudayaan masyarakat (Islam), sebagaimana telah 
diterangkan di atas, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju 
kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang 
untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam 
waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar 
dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa mad`arat di dalam 
kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang 
berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta 
mempertinggi derajat kemanusiaan. 
Prinsip semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar 
Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat 
perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, 
disebutkan: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan 
persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat 
memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta 
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. 
Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam: Pertama, 
Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqh disebutkan: 
“al-„A<datu muh`akkamatun” artinya bahwa adat-istiadat dan kebiasaan suatu 
masyarakat – yang merupakan bagian dari budaya manusia – mempunyai pengaruh di 
dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya 
berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syari’at, seperti; kadar 
besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, 
keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. 
Dalam Islam budaya itu syah-syah saja, karena Islam tidak menentukan besar 
kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan 
Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang 
berbentuk Joglo. Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kriterianya di 
dalam Islam, maka adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan 
standar hukum. Sebagai contoh adalah apa yang ditulis oleh Ahmad Baaso dalam 
sebuah harian yang menyatakan bahwa menikah antar agama adalah dibolehkan 
dalam Islam dengan dalil “al-„A<datu muh`akkamatun”, karena nikah antar agama 
sudah menjadi budaya suatu masyarakat, maka dibolehkan dengan dasar kaidah di 
atas. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena Islam telah menetapkan bahwa 
seorang muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir. 
Kedua, Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, 
kemudian di “rekonstruksi” sehingga menjadi Islami. Contoh yang paling jelas, 
adalah tradisi Ja>hiliyyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang 
bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafad “talbiyyah” yang sarat dengan 
kesyirikkan, t`awaf di Ka’bah dengan telanjang. Islam datang untuk merekonstruksi 
budaya tersebut, menjadi bentuk “Ibadah” yang telah ditetapkan aturan-aturannya. 
Contoh lain adalah kebudayaan Arab untuk melantunkan syair-syair Ja>hiliyyah. 
Oleh Islam kebudayaan tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar 
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan ketiga, Kebudayaan yang bertentangan dengan 
Islam. Seperti, budaya “ngaben” yang dilakukan oleh masyarakat Bali. 
Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga 
memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk mengadakan hewan 
kurban yang berupa kerbau. Dalam hal ini, al-Kamal Ibn al-Himam, salah satu ulama 
besar mazhab Hanafi mengatakan: “Sesungguhnya nas`-nas` syari’at jauh lebih kuat 
daripada tradisi masyarakat, karena tradisi masyarakat bisa saja berupa kebatilan yang 
telah disepakati, seperti apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita hari ini, yang 
mempunyai tradisi meletakkan lilin dan lampu-lampu di kuburan khusus pada 
malam-malam lebaran. Sedang nas` syari’at, setelah terbukti keautentikannya, maka 
tidak mungkin mengandung sebuah kebatilan. Dan karena tradisi, hanyalah mengikat 
masyarakat yang menyakininya, sedang nas` syari’at mengikat manusia secara 
keseluruhan, maka nas` jauh lebih kuat. Dan juga, karena tradisi dibolehkan melalui 
perantara nas`, sebagaimana yang tersebut dalam hadits: “Apa yang dinyatakan oleh 
kaum muslimin baik, maka sesuatu itu baik”. Dari situ, jelas bahwa apa yang 
dinyatakan oleh Dr. Abdul Hadi W.M., dosen di Fakultas Falsafah dan Peradaban 
Universitas Paramadina, Jakarta, bahwa Islam tidak boleh memusuhi atau merombak 
kultur lokal, tapi harus memposisikannya sebagai ayat-ayat Tuhan di dunia ini atau 
fikih tidak memadai untuk memahami seni, adalah tidak benar. 
Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara 
kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab 
dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di 
beberapa daerah, misalkan ungkapan orang Aceh, “hukum ngon adat hantom cre, 
lagee zat ngon sipeut” (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan 
karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau 
benda). Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam 
pepatah, “adat dan syara‟ sanda menyanda syara‟ mengato adat memakai”. Makna 
pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, 
saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-
benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat 
dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam 
masyarakat. Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa. Ini mungkin disebabkan 
karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. 
Berbeda dengan bunyi pepatah tersebut di atas, dalam buku-buku hukum yang 
tertulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-
penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, 
terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. 
Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati 
masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk 
memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan 
Belanda di tanah air kita.  
Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu 
dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan 
yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar 
dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, 
ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan 
dilaksanakan di Hindia Belanda. 
Menurut Van Vollenhoven:  
“Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumi putera, 
tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak (oleh 
hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia 
Belanda.”40 
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Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik 
antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus 
hukum kolonial saja. Salah seorang di antaranya adalah B. Ter Haar yang menjadi 
master architect pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 
Menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, 
apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari 
kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-
kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik-tolak itu, 
timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak. 
Dalam mengambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau 
dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya, para penulis Barat/Belanda selalu 
menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan 
kalangan agama (Islam). Kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang 
terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam 
kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim 
dan kalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang adat. Gambaran 
“Pertentangan” antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka konstruksikan 
dalam “pertentangan” antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam 
perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan “pertentangan” itu tidak 
mungkin diselesaikan. 
Perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah 
kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang 
perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan 
dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. 
Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-
hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja daripada perkawinan yang 
dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat ke dalam tradisi 
Islam di mana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai 
hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu 
melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk 
menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan 
rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak 
mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana pembinaan rasa 
cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga. 
Masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan 
pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat di Sulawesi Selatan. Seperti 
yang telah dikemukakan di atas, secara teoritis, menurut mereka, konflik ini tidak 
mungkin terselesaikan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tidaklah demikian 
halnya. Kesepakatan antar anrong guru dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam 
perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai 
hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (di-
Indonesia-kan) “adat bersendi syara‟, syara‟ bersendi kitabullah (Quran)”. 
Menurut masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya, menganggap bahwa syara‟ 
mengandung peraturan-peraturan dan hukum Islam (hukum syari’at) dengan 
diterimanya  syara‟ salah satu unsur pokok pangadakkang telah menjiwai diri orang 
Makassar. Sehingga selalu ditegaskan orang Makassar identik dengan agama Islam. 
Orang Makassar yang tidak Islam berarti keluar dari pangadakkang yang berarti 
bukan orang Makassar lagi. 
Demikianlah hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap 
pertentangan yang tidak dapat terselesaikan, telah diselesaikan oleh orang Makassar 
sendiri. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengan pembentukan propinsi (1959) 
mempunyai status istemewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk 
mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat-istiadat dan pendidikan. 
Sementara itu, perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khusus di 
Sulawesi Selatan telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum 
Islam adalah penyempurnaan hukum adat. Karena itu, kalau terjadi perselisihan 
antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. 
Dengan kata lain, adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam 























A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi 
kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa 
penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai 
wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan 




Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu 
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu riset, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
                                                          
41
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 18. 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diteliti. 
Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskripsikan atau 
menganalisis tentang: Adat “Mappatamma” dalam Pandangan Hukum Islam di 
Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 
gambaran yang utuh tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan penulis 
ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil didapat oleh penulis. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dimaksud adalah suatu cara penelitian untuk memahami dan 
mengetahui secara teoritis permasalahan yang akan diuraikan dalam skripsi ini, maka 
penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1.  pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara langsung 
di dalam prosesi adat Mappatamma di Kecamatan Bontonompo Selatan, 
Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosesinya 
tersebut kemudian dikaitkan dengan judul skripsi yang akan dibahas di dalam 
penelitian nantinya. 
2. Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syari’ah 
khususnya fikih Islam terkait hukum adat, guna untuk dijadikan acuan dalam 
pembahasan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 
analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan metode 




 diambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti 
penulis langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan 
langsung prosesi adat dalam pelaksanaan adat “Mappatamma” di Kecamatan 
Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 
2) Wawancara atau interview terpimpin 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya 
jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan tokoh Adat, tokoh 
Agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa lainnya. Sasaran wawancara adalah 
yang berperan serta dalam upacara adat tersebut dan seluruh elemen masyarakat yang 





 berupa foto dan video yang diperoleh 
langsung dari prosesi Mappatamma di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
Gowa. Setelah itu akan dilakukan tehnik studi dokumen yang merupakan tehnik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, mengkaji dan mempelajari 
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D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 
kualitatif merupakan data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 
 
2. Sumber Data 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 
wawancara dengan parah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang-
orang yang secara langsung terkait dengan masalah yang akan diteliti. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia pada 
instansi atau lembaga tempat penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data. Adapun alat-alat yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku Catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara dengan 
informan. 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode  
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder lalu 
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah 
sebagai berikut: identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data 
yang lansung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari 
bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul 
masih berupa bahan mentah maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan 
metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut ke dalam kerangka 
pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2. Analisis Data 
 Tehnik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola/diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Lokasi dan Penduduknya 
Kecamatan Bontonomppo Selatan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 
merupakan kecamatan paling selatan. Bontonompo selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Takalar, pada bagian timur , selatan, dan barat pada bagian utara 
.Bontonompo selatan lazim disingkat “Bonsel”. Jumlah penduduk kecamatan 
Bontonompo Selatan sebanyak 29.235 jiwa yang diantaranya 14.008 jiwa laki-laki 
dan perempuan sebanyak 15.227 jiwa, dan mayoritas beragama Islam
45
. 
Seluruh wilayahnya merupakan pemekaran dari Kecamatan Bontonompo. 
Bonsel beribukota di Bontoramba. Secara administrasi terbagi dalam sembilan desa 
dan kelurahan, dengan luas wilayah 29,24 km2.  
Di Kecamatan Botonompo selatan terdapat salah satu desa bernama Salajo yang 
dikelilingi oleh Takalar. Dulunya, pemerintah Kabupaten Takalar hendak mengambil 
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wilayah Desa Salajo namun karena sejarah Kerajaan Gowa, pemerintah Kabupaten 
Gowa tidak mau melepaskan desa salajo yang pernah memiliki tobarania 
Kabupaten Gowa Kelurahan Bontonompo Selatan merupakan daerah yang 
lokasinya berbatasan sebelah utara Kecamatan Bontonompo Utara, seblah selatan 
Kabupaten Takalar, sebelah Barat dan Timur Kabupaten Takalar. Dengan jumlah 
desa/kelurahan sebanyak 9 (sembilan) desa. Ada pun nama-nama desa yang terdapat 
pada kecamatan bonsel : Salajangki, Bontosunggu, Pa’bundukang, Tindang, Salajo, 
Tanrara, Jipang, Sengka dan Bontoramba. Ibu kota kecamatan Bontonompo Selatan  
adalah Bontoramba dengan jarak sekitar 30 km dari Sungguminasa.
46
 
Jumlah penduduk Kecamatan Bontonompo Selatan sebanyak 29.235 jiwa 
yang diantaranya 14.008 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 15.227 jiwa, dan 
mayoritas beragama Islam. 
Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : Kecamatan Bontonompo 
Utara, Sebalah Selatan Kabupaten Takalar, sebelah Barat dan Timur Kabupaten 
Takalar Penduduk asli Kecamatan Bontonompo selatan adalah Suku Makassar. 
Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar. Mereka memeluk agama 
Islam, agama Islam, sementara pemeluk agama non Islam tidak ada. 
2. Keadaan Sosial Ekonominya 
Keeadaan sosial ekonomi suatu daerah banyak ditentukan oleh keadaan wilayah 
pertanahannya. Kecamatan Bontonompo Selatan memiliki potensi pertanian pada 
sawah, palawija,dan perikanan. Jagung kuning salah satu komoditi yang banyak 
ditanam masyarakat di wilayah ini. Terdapat pula potensi pohon lontar (borassus 
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flabellifer) yang dapat di kelola karena Bontonompo Selatan memiliki populasi pohon 







Kecamatan Sawah Perladangan  Perkebunan  Pekarangan  Lainnya  
Bontonompo 
selatan 
195 Ha - 181 Ha 12 Ha 116,96 
Sumber Data: Kantor Camat Bonsel Tanggal 8 Agustusi 2015 
Dengan melihat tabel di atas, tampak jelas bahwa di Kelurahan Awainulu 
tanah basah lebih luas dari tanah kering. Sebab itu mata pencaharian penduduk 
terbesar adalah pertanian. Mereka bercocok tanam, mengelolah kebun, dan sebagian 
sebagai nelayan. 
3. Pendidikan dan Adat Istiadatnya 
Sejalan dengan pembangunan nasional dan adanya otonomi daerah yang juga 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik 
yang menyangkut moral, spritual, rohani maupun yang menyangkut fisik jasmani. 
Apabila dilihat dari kacamata pendidikan Islam, maka sistem pendidikan orang tua 
Masyarakat Kecamatan Bontonompo Selatan adalah ketaatan dan kepatuhan yang 
tidak boleh ditawar-tawar. Sehingga dalam praktek pendidikan yang diterapkan orang 
tua memberikan perhatian yang serius bagi anak-anaknya, baik itu laki-laki maupun 
anak perempuan. Untuk melangkah dengan penuh ketaatan dan perhitungan serta 
tidak mendurhakai orang tua. 
Seperti halnya dengan pendidikan yang berlaku secara nasional, maka 
pendidikan di Kecamatan Bontonompo Selatan  terdiri dari pendidikan formal yang 




No Jenis/Tingkat Pendidikan Jumlah 
1.  TK 8 
2.  SD Negeri 8 
3.  SD Inpres 12 
4.  SLTP 1 
5.  Madrasa Ibtidaiyah 8 
6.  Madrasah Tsanawiah 3 
7.  Madrasah Aliyah 2 
 JUMLAH 42 
Sumber Data: Kantor Camat Bonsel Tanggal 8 Agustusi 2015 
Melihat tabel di atas, tampaknya di Kecamatan Bontonompo Selatan  terdapat 
7 jenis pendidikan . Dari segi ethnis, adat istiadat di Kecamatan Bontonompo Selatan  
seluruh Masyarakatnya Menghormati tokoh adat.  
4. Agama dan Kepercayaannya 
 Agama merupakan salah satu aspek pembangunan yang mempunyai peranan 
penting dalam rangka pembinaan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, 
disamping itu ajaran agama dapat membentuk watak serta sikap mental masyarakat, 
sehingga pada akhirnya dapat tercipta insan yang bertakwa kepada Allah SWT, serta 
memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dalam rangka membangun bangsa dan 
negara.  
 Walaupun banyak agama-agama yang telah diakui oleh negara namun Agama 
Islam adalah agama yang dipeluk oleh semua masyarakat Kecamatan Bontonompo 
Selatan. 
No  Agama Jumlah Pemeluk Ket/Persentase 
1. Islam 29.235 jiwa 100% 
2 Kristen - - 
3. Hindu/Budha - - 
  Jumlah 29.235 jiwa 100% 
Sumber Data: Kantor Camat Bonsel Tanggal 8 Agustusi 2015 
Dari tabel tersebut diatas jelas menunjukan bahwa agama Islam adalah agama 
yang dianut oleh semua masyarakat kecamatan Bontonompo Selatan. Kerukunan 
yang terjalin diantara masyarakat kecamatan Bontonompo Selatan, saling 
menghormati antara sesama dan tolong menolong antara sesama yang menjadikan 
masyarakat Bontonompo Selatan meningkatkan rasa toleransi diantara mereka yang 
tidak lain adalah hidup dalam ikatan kekeluargaan. 
B. Prosesi Adat Mappatamma Masyarakat Kecamatan Bontonompo Selatan, 
Kabupaten Gowa  
Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan 
salah satu jenis jelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, 
maka setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu 
dengan yang lainnya berbeda. Justru karena perbedaan itulah, maka dapat dikatakan 
bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas diri kepada 
masyarakat yang bersangkutan. 
Salah satu tradisi adat Sulawesi-Selatan yang terdapat dalam masyarakat 
muslim di Kecamatan Bontonompo Selatan, yang masih dianut dan wajib di lakukan 
pada saat seseorang telah menyelesaikan bacaan Qu’ran. Adat ini dikenal dengan 
”Mappatamma” semacam upacara khatam Qur’an dalam Islam biasa disebut sebagai 
“Syukuran”. 
 Al-Qur’an adalah pedoman hidup manusia bagi umat Islam khususnya.  Bagi 
orang-orang yang belajar membaca Qur’an (mengaji) menjadi titik awal bagaimana 
kita memaknai ayat-ayat yang ada di dalamnya.
47
 Meski terkadang membacanya tidak 
diikuti oleh pemahaman yang mendalam terhadap arti dari aya-ayat tersebut. 
Membacanya dari awal dimulai dari Surat AL-Fatihah hingga Surat An-Naas dan 
dapat dikatakan khatam Qur’an terlepas dari paham tidaknya, fasih tidaknya. Dari 
bacaan Qur’an menjadi titik penting dari harapan dalam menjalani kehidupan dengan 
Qur’an sebagai semangat dan pedoman. 
 Kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh sebuah tradisi dalam 
memaknai Mappatamma untuk anak-anak mereka dengan mengadakan suatu 
syukuran khatam Qur’an. Suatu wujud terima kasih atas anugerah dan rahmat yang 
diberikan oleh Allah  SWT. terhadap telah khatamnya bacaan Qur’an yang dipelajari 
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serta melantunkan suatu doa agar si anak dapat terus membaca dan memahami isi dari 
Qur’an dalam setiap kehidupan yang akan dijalani ke depannya48. 
 Amalan bacaan al-Quran adalah merupakan salah satu ibadah yang amat 
dituntut oleh agama seperti yang digambarkan sejarah di mana Rasulullah s.a.w. 
pernah menyuruh Abdullah bin Abbas membaca dan mengkhatamkan al-Quran sekali 
dalam seminggu.  
Rasulullah s.a.w. bersabda: 
 وأرق  ن ءرق   هنإف ىتأي موي    يق     يفش هب  صلأ 
 artinya:  
“Bacalah al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai 
pemberi syafaat kepada pembacanya”. 
Bermula dari sini dapatlah kita fahami tentang betapa pentingnya amalan 
bacaan al-Quran di dalam diri setiap individu. Para sahabat r.a. dan juga salaf dan 
khalaf, mereka sentiasa memperbanyakkan bacaan al-Quran di dalam kehidupan 
mereka sehingga menjadikan khatam al-Quran sebagai salah satu amalan yang wajib 
dilakukan. 
Prosesi adat yang sudah di lakukan secara turun-temurun oleh masyarakat 
setempat tidak jauh beda dengan persiapan pernikahan adat Makassar yang sangat 
unik,hanya saja dalam Mappatamma‟ tidak ada mempelai dan tidak ada akad seperti 
yang biasa dilakukan saat seseorang melakukan upacara adat perkawinan, dan dalam 
upacara adat ini diharuskan berjumlah 7 (tujuh) orang. Biasanya “Mappatamma‟” ini 
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dirangkaikan dengan prosesi pernikahan karna menurut kepercayaan masyarakat 
setempat  orang  tidak dapat melakukan pernikahan sebelum melakukan prosesi 
Mappatamma, tidak jarang pula masyarakat setempat melakukan prosesi adat ini jauh 
lebih awal. 
Sebelum  prosesi khatam Qur’an atau “Mappatamma” ada beberapa ritual 
yang harus di lakukan,dan dalam setiap ritual tersebut memiliki makna di dalamnya. 
Berikut tahap-tahap sebelum melakukan khatam Qur’an yang akan di Uraikan secara 
singkat. 
1. Appania’ Ja’jakkang 
Ja‟jakkang menurut masyarakat merupakan sebagai bentuk sedekah atau 
zakat yang harus dikeluarkan setiap mengadakan upacara adat ini, tujuannya agar 
kelak setelah meninggal jazadnya tidak kotor saat dimandikan. Ja‟jakkang ini 
biasanya diperuntukkan untuk Guru mengaji  “Guru Panggaji” , “anrong bunting” 
dan “ panrita” ja‟jakkang biasanya berupa beras dan uang. Ja‟jakkang merupakan 
pembersihan sebagian harta dan jazad, agar seseorang yang meninggal tidak sulit 
untuk di bersihkan jenazahnya.
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2. Ammuntuli Panrita 
Ammuntuli panrita adalah mengundang pemimpin adat secara khusus agar  
dapat hadir dalam upacara adat Mappatamma‟ untuk memulai dan memimpin setiap 
prosesi adat Mappatamma‟ yang akan di lakukan, tanpa seorang panrita upacara adat 
tidak dapat di langsungkan.
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3. Ambangung palang 
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Ambangung palang atau memulai mendirikan tenda biasanya di lakukan oleh 
Panrita atau Anrong Guru yang telah di undang secara khusus jauh sebelum memulai 
upacara adat Mappatamma. Ambangung Palang harus di lakukan oleh panrita 
sebagai anrong guru, karena sebelum ambangung palang atau mendirikan tenda 
panrita tersebut meminta kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran saat upacara 
adat Mappatamma di mulai. Dan di hindarkan dari gangguan  hal-hal gahib serta 
mendatangkan banyak reski untuk pemilik hajatan.
51
 
4. Ammuntuli korontigi 
Ammuntuli korontigi atau mengundang anrong guru agar sekiranya dapat 
hadir memimpin upacara adat Mappatamma yang akan di lakukan pada malam hari 
setelah akkorontigi . Biasanya ammuntuli korontigi dilakukan pada sore hari sekitar 
jam 16.00. dan  melibatkan sekitar 40-an orang yang mengikuti arak-arakan tersebut 
dengan berpakaian adat.dan membawa kanrejawa atau kue tradisional, korontigi atau 
daun pacar, baku‟ pa‟balle, ba‟bala.52   
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Ammuntuli korontigi di rumah kepala adat dan imam desa, 9-juli 2015 
 
5. Akkorontigi atau Mappaccing 
Mappacci atau korontigi dalam bahasa indonesia di sebut “pacar”.  Pacar yang 
dimaksudkan bukanlah  kekasih atau teman kencan, tetapi semacam tumbuh-
tumbuhan yang daunnya di tumbuk halus untuk memerahi kuku. 
Pacci di hubgankan dengan paccing artinya “bersih”.  Baik bagi orang bugis 
atau makassar, pacar itu didasarkan pada kwalitatifnya. Pacar mempunyai sifat-sifat 
magis dan di pakai sebagai lambang kebersihan atau kesucian
53
. Paccing awamnya 
dilakukan oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan, yang melambangkan 
kesucian dirinya atau lambang keperawanan.  
Bagi orang awam Akkorontigi biasanya hanya untuk orang yang akan 
melangsungkan pernikahan. Tapi bagi masyarakat akkorontigi atau paccing  juga 
dapat di lakukan saat prosesi Mappatamma selain menandakan kesucian dan 
keperawanan sang anak juga melambangkan bahwa sang anak sudah dewasa atau 
baliq. 
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Korontigi dilakukan oleh orang tua dan pemangku adat 
6. Ni patamma’ 
Setelah prosesi Mappatamma berlangsung bukan berarti upacara adat tersebut 
telah usai, karena masih ada beberapa tahap penyelesaian akhir dari upacara adat 
tersebut. Setelah prosesi Mappatamma dimalam hari upacara dilanjutkan tersebut 
pada pagi hari. Prosesi adat dimulai dengan 
Prosesi khatam Qur’an yang di pimpin oleh guru pangganji dan pemangku adat, 18 
juli 2015. 
7. Ni passili 
Passili artinya menjauhkan. Jadi ni passili berarti suatu usaha untuk 
menjauhkan bahaya atau bala(petaka) . passili ini di maksudkan agar tau ni patamma 
“org yang akan di khatamkan” dapatlah di jauhkan dari segala mara bahaya. Passili 
tidak ada dalam syariat islam tapi dijadikan budaya dalam masyarakat makassar, dan 
tidak telepas dari kepercayaan mereka kepada sang pencipta.
54
 Passili biasanya di 
lakukan pada pagi hari, dan dilakukan di depan pintu rumah (untuk rumah panggung) 
di depan rumah (untuk rumah batu).  
Orang yang akan di khatamkan memakai baju baru dan sarung baru, dan baju 
yang di pakai ini akan di berikan kepada orang atau anrong guru yang melakukan 
passili itu. Orang yang akan di khatamkan ini duduk di atas tangga khusus, dan di 
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persiapan sebelum appassili,9-juli 2015 
8. Tarian A’sarlonreng  
Setelah di Passili keluarga membawa tau nipatamma  masuk kerumah, untuk 
niparurui atau berganti pakaian, dan kemudian keluarga kembali berkumpul diruang 
tengah untuk diberikan arahan oleh Anrong Bunting. Kemudian di mulailah 
Assalonreng dengan debuh ganrang di iringi dengan Royongan. Assalonreng sebuah 
tarian yang mengumpulkan keluarga di ruang tengah dengan tujuan agar ikatan 
keluarga tetap terjaga dan mendatangkan atau mengumpulkan rezki atau Dalle‟ 56. 
Keluarga berkumpul di ruang tengah sebelum untuk tarian salonreng, 9-juli 2015 
9. Appalili kampong  
Appalili biasanya di lakukan oleh anak karaeng (golongan bangsawan) dalam 
upacara ini hewan yang akan di potong di arak keliling kampung atau rumah dengan 
anak yang akan di sunat atau di khatamkan. Pada akhir upacara ini akan di tampilkan 
tari-tarian “Assalonreng” royong dan di iringi dengan gandrang. Arak-arakan ini 
dilakukan sebagai simbolisasi perilaku yang bermakna meminta restu kepada pemilik 
kampung atau rumah. Mengelilingi rumah, diharuskan sebanyak tujuh kali  dengan 
memutar ke arah kanan. 
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Hewan yang akan di potong sebagai pengganti diri sang anak, sebagai 
lambang perpindahan nyawa”Na‟lette nyawa”. Sehingga apa bila bahaya datang 
maka tidak akan menimpa diri sang anak. Palili biasanya dilakukan pada pagi hari, 
dan biasanya melibatkan sekitar 40-an orang yang mengikuti arak-arakan tersebut 
dengan berpakaian adat..dan membawa Baku‟ pa‟balle57.   
Mngelilingi kampung sebelum memotong kerbau, 9-juli-2015. 
10. Ammolong  
Setelah tau Ni patamma di arak keliling kampung, mereka kembali kerumah 
dengan kerbau yang akan di potong. Setelah tiba di rumah tanpa menunggu lama, 
kerbau yang akan di potong segera di baringkan. Sebelum kerbau di potong kerbau 
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tersebut di parurui, dan orang yang akan dikhatamkan melempari kepala kerbau 
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Kegiatan Appassili Tedong dan Apparuru (1) dan kerbau yang telah di potong(2)  9-
juli-2015 
11. Ammoterang ja’jakkang 
Saat upacara adat selesai dan semua telah rangkum, maka orang yang 
mempunyai hajatan harum mengembalikan ja‟jakkang atau memberikan sedekah 
yang telah dipersiapkan jauh hari sebelum Panrita atau Anrong Guru Di dalam setiap 
prosesi ada paroyong yang berperan di dalam setiap prosesi ada Paroyong yang 
berperan penting dalam upacara adat tersebut.
59
 
Dalam setiap prosesi di iringi dengan royong dan debuh gandrang. Royong 
dalam tradisi makassar bersifat sakral pada hakikatnya royong merupakan do’a khas 
tradisonal makassar yang disajikan dalam bentuk nyanyian (musik vokal) dan 
mengandung nilai nilai simbolis religius. 
Sebagai do’a royong bagi masyarakat makassar merupakan institusi mistis. 
royong merupakan suatau cara untuk melakukan pengkhyatan spiritual yang intens. 
Dalam hal upacara adat ini, Royong sering dinyanyikan oleh perempuan-perempuan 
tua dengan iringan musik tradisional tertentu, seperti: ana’ baccing (dua besi kecil 
yang saling dipukul), curiga (rantai yang saling dipukul), ganrang (gendang), pui’pui, 
dekkang, dan lain sebagainya. 
Sisi lain dari Royong adalah mengenai kepercayaan masyarakat Makassar 
tentang fungsi, khasiat dan efek dari royong. Konon, Royong dapat menyembuhkan 
suatu penyakit, menolak bala, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita pahami jika 
melihat kalimat-kalimat royong itu sendiri yang menyerupai sebuah do’a dan harapan 
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kepada Yang Maha Kuasa tentang sesuatu hal. Untuk fungsi ini, ada beberapa hal 
yang perlu dipersiapkan sebagai prasyarat Royong, yakni: 
 Air putih 1 gelas; 
 Tai Bani (lilin berwarna merah) dua buah; Bermakna sebagai penerang, baik 
untuk pelaksana hajatan maupun pelaksana ritual (pa’royong). 
 Doe‟ Ja‟jakkang (uang hajatan); Uang ini sebagai simbolisasi pappakalabbiri 
kepada pelaku ritual atas pekerjaannya. 
 Leko Sikabba (daun sirih satu ikat), beserta kapur dan rappo sikabba (buah 
pinang satu ikat); Daun sirih dengan pinang seikat memiliki makna a’lekoki 
na’nikillaeki rappo yang mengandung arti bahwa jika pohon itu berdaun, 
diupayakan untuk berbuah. Jika melakukan hajatan, maka pelaksana hajatan 
mengharapkan apa yang dicita-citakan dapat terwujud. 
 Pa‟dupang (tempat kayu bara untuk membakar kemenyan); 
 Kumanynyang (kemenyan); 
 Berasa si gantang (beras 4 liter); 
 Golla Eja na Kaluku (gula merah dan kelapa) masing-masing 1 buah; 
 Kaeng Kebo‟ (kain putih); Sebagai pembungkus peralatan ritual, merupakan 
simbol bahwa suatu upacara dimulai dengan kesucian (putih), agar apa yang 
diinginkan dapat tercapai dengan baik, dan agar upacara berlangsung dengan 
baik 
 Tambako (tembakau/rokok) 
Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak 
mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Kecamatan 
Bontonompo Selatan, paling tidak yang terjadi dalam proses, kemajuan zaman itu 
adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan, sehingga adat itu 
menjadi tetap langgeng dan lestari. 
Seperti halnya di negara kita yang memiliki daerah-daerah dan suku bangsa 
yang berbeda, tetapi meskipun berbeda tetapi dasar dan sifatnya satu, yaitu 
kebangsaan dan kenegaraannya adalah Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia 
dikatakan sebagai bhineka Tunggal Ika, Artinya berbeda-beda tetap satu. Adat 
istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan 
sumber dari segala kekayaan bangsa. 
Dari uraian tentang adat istiadat khatamm Qur’an dalam pandangan 
masyarakat Kecamatan Bontonompo Selatan tersebut diatas, maka dapatlah 
dipahami, bahwa Mappatamma adalah salah satu kemestian bagi manusia dalam 
masyarakat itu untuk melanjutkan keturunan, dan demi tegaknya perkawinan yang 
sah dan diakui apabila perkawinan tersebut didirikan berdasarkan adat istiadat 
masyarakat Bontonompo Selatan 
C. Urgensi Adat Mappatamma di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 
Gowa yang Merupakan Tradisi Masyarakat 
Sebelum penulis masuk ke pembahasan tinjauan Hukum Islam terhadap Adat 
Mappatamma, penulis terlebih dahulu mengemukakan bahwa pengertian Adat 
Mappatamma dari beberapa tokoh masyarakat yang sempat diwawancarai bahwa 
tidak ada definisi Patamma‟ secara gamblang. Salah satu definisi patamma‟ yang 
penulis dapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut: 
“Patamma  adalah menamatkan membaca al-qur’an, Mappatamma 
merupakan suatu bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Allah  SWT karena anak 
mereka telah mampu menyelesaikan bacaan Qur’annya. Seseorang baru dianggap 
bacaan Qur’annya lengkap (30 juz,di tambah juz amma),apabila telah melalui 
prosedural sakral ini.”60 
Definisi diatas penulis ambil dari hasil wawancara kemudian menyimpulkan 
bahwa Adat khatam qur’an merupakan bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta 
karna anak mereka telah mampu menyelesaikan bacaan al-qur’annya. Meskipun 
terlalu berlebihan menurut orang awam, tapi bagi masyarakat syukuruan seperti ini 
merupakan cerminan kebahgiaan  dan keberkahan bagi mereka karena telah mampu 
menamatkan anaknya dan anaknya mampu menyelesaikan bacaan Qur’annya. Dalam 
Arti yang luas bahwa prosesi Adat Mappatamma yang sudah berlangsung sejak lama 
di tengah-tengah dan tradisi yang mereka jalankan sudah turun temurun di kecamatan 
Bontonompo Selatan,meski ada beberapa hal yang menyimpang akan tetapi maksud 
dan tujuannya hanya untuk Allah Semata dan kebaikan.  
Adapun Urgensi adat Mappatamma dari hasil wawancara dengan para tokoh 
masyarakat yang sedikit,banyak mengetahui tentang Adat Mappatamma yang di 
lakukan masyarakat Bonsel pada umumnya sama dengan tujuan khatam Qur’an 
dalam Islam (semata-mata karena Allah swt) dilakukan dengan tujuan agar salama‟ ri 
lino mange ri akhira‟ atau selamat dunia akhirat. Menurut Sattuma Dg. Kebo’ apabila 
bacaan al-qur’an yang telah selesai dan tidak di khatamkan maka kelak di akhirat 
akan di pertanggung jawabkan, dan ruh tidak akan tenang.
61
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Jadi melakukan Mappatamma bagi seorang muslim di Kecamatan 
Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa merupakan suatu kewajiban dan mempunyai 
manfaat yang besar untuk di akhirat kelak.  
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat khatam Qur’an 
Manusia adalah mahluk yang bermasyarakat, yang tidak  dapat hidup sendiri. 
Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya disamping itu tiap-tiap individu 
manusia masing-masing mempunyai kepentingan, diawal sampai akhir masa 
hidupnya bahkan sejak sebelum dilahirkan kedunia sudah mempunyai kepentingan, 
juga sampai sesudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara yang satu dengan 
yang lainnya, ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada yang 
bertentangan yang menyebabkan adanya bentrok semua ini memerlukan perlindungan 
dan pengaturan dalam hal itu masing-masing individu manusia mempunyai keinginan 
supaya memperoleh kebutuhannya didalam usaha memperoleh kebutuhan masing-
masing, timbul saingan-saingan yang kadang-kadang timbul perlombaan, persaingan 
karena penganiayaan dan sebagainya. 
Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga ahlak yang baik, 
akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis karena itu pula, hukum 
keluarga menempati posisi yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga sangat 
erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman 
kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah 
swt dalam setiap pembuatan pribadi dalam hubungan dalam keluarga, sesuai dengan 
hakikat da’wah islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian 
tanpa meninggalkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam
62
.  
Menurut sebagian orang segala ritual atau upacara adat merupakan bid’ah 
alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara 
semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-
aturan normatif itu bersifat stagnan. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak 
semuanya harus dikonfomasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang musti 
mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk 
dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (shahih) saja, bukan yang buruk 
(fasid) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat dan budaya 
mempunyai pengaruh  yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam.tidak 
heran para ulama ushul dan fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam 
merumuskan hukum. 
Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat arab yang di adopsi dan 
dipelihara oleh syari’at. Misalnya syarat kesepadanan pasanga (kafa‟ah) dalam 
pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-islam. Namun, budaya itu 
tidak serta merta diberangus karena menang mengandung nilai-nilai positif, maslahat 
dan tidak bertentangan dengan nash yang ada
63
. Ini menunjukkan islam memberikan 
ruang dan apresiasi terhadap norma-norma lokal sekarang tidak bertentangan dengan 
syari’at. 
Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan 
diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang 
berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan 
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Hukum Mappatamma menurut sebagian masyarakat merupakan seuatu 
kewajiban yang harus di lakukan. Karena bila Mappatamma tidak dilakukan maka 
bacaan al-Qur’an yang telah dibaca tidak akan sampai kepada Allah SWT, sebagian 
masyarakat dan tokoh agama juga beranggapan bahwa Hukum Mappatamma 
merupakan mubah yang tidak ada paksaan didalam melakukan upacara Mappatamma 
tersebut,karena menurut mereka mappatamma hanya sebatas tradisi yang lebih ideal 
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Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, maka ada beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Adat Mappatamma 
(Studi di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa) kesimpulan tersebut di 
antaranya adalah sebagai berikut:  
1. Prosesi pelaksanaan adat Mappatamma di Kecamatan Bontonompo Selatan 
Kabupaten Gowa masih  kental dengan kepercayaan terhadap pendahulu-
pendahulu mereka, dan sangat meyakini akan adanya bala. Meski telah 
banyak perubahan dari prosesi upacara adat sebelumnya tapi maksud dan 
tujuan di adakannya adat Mappatamma tidak terlepas  dari keyakinan mereka 
terhadap Allah SWT dan kepercayaan kepada hari akhir yang betul-betul 
masyarakat persiapkan secara matang selama mereka masih hidup. Mereka 
percaya upacara dan prosesi yang mereka lakukan merupakan suatu do’a dan 
pahala untuk hari akhir. 
2. Urgensi masyarakat setempat dalam melakukan upacara adat Mappatamma, 
dalam acara khataman ini sangat penting karna disetiap acara Mappatamma 
akan mengundang sanak keluarga, maka prosesi adat Mappatamma ini 
dijadikan juga ajang silaturahmi dengan keluarga yang tinggal jauh oleh 
masyarakat yang melakukan adat Mappatamma ini. 
3. Acara Mapppatamma jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, adat 
Mappatamma  ini tidak ada unsur musyrik dan dilakukan karena Lillahi 
ta‟ala.  
B. Saran-Saran 
Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis 
menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Adat Mappatamma adalah adat khatam Qur’an yang sering dilakukan oleh 
masyarakat di daerah Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, adat ini sudah 
dilakukan selama turun temurun, diharapkan kepada masyarakat agar 
masyarakat melaukannya tanpa melenceng dari ajaran Agama Islam. 
2. Diharapkan agar masyarakat di Daerah Bontonompo selatan Kabupaten Gowa 
tetap mempertahankan adat Mappatamma Qur’an ini selama masihh 
berpegang pada syariat Islam, dan di harapkan agar diajarkan kepada anak dan 
cucu agar nantinya tetap melestarikan Budaya Mappatamma ini. 
3. Agar kiranya adat atau prosesi yang dilakukan masyarakat yang tidak 
bermanfaat atau tidak ada maksud yang jelas untuk di hilakangka, atau di 
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